
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c 
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Ijin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959  tentang 
Pembentukan  Daerah-daerah  Tingkat  II  di  Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 1822);

2. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437),  sebagaimana 
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 
tentang  Penanaman  Modal  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2007  Nomor  67,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 
tentang  Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2007  Nomor  68,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
5049);

5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor  5059 );
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6. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 
tentang  Pembentukan  Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara  Republik  lndonesia  Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik  lndonesia  Nomor 
5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional 
(  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 
Nomor  48,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5161);

9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6 
Tahun  2003 tentang  Pedoman  Pembinaan  Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;

10. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  27 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di 
Daerah ;

11. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor  53 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 
694);

12. Peraturan Daerah Nomor  2 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

13. Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun 2010 
tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan 
Pemerintah  Kabupaten  Sinjai  (Lembaran  Daerah 
Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);

14. Peraturan  Daerah Nomor  5 Tahun 2010 
tentang  Pokok-  Pokok  Pengolaan  Keuangan  Daerah 
( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 
5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI  SINJAI
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah  Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sinjai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah yang selanjutnya 
disebut  DPRD  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten 
Sinjai.

5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi 
yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, 
ketentraman  dan/atau  kesejahteraan  terhadap  kepentingan  umum 
secara terus-menerus.

6. Ijin  gangguan  yang  selanjutnya  disebut  ijin  adalah 
pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan 
di  lokasi  tertentu  yang  dapat  menimbulkan  bahaya,  kerugian  dan 
gangguan. 

7. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya 
gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha.

8. Indeks Lokasi adalah angka indeks yang berdasarkan 
pada peruntukan kawasan/tempat.

9. Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  adalah  kegiatan 
penyelenggaraan  suatu  perijinan  dan  non  perijinan  yang  mendapat 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi 
yang  memiliki  kewenangan  perijinan  dan  non  perijinan  yang  proses 
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya 
dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

10. Perubahan  Perusahaan  adalah  perubahan  data 
perusahaan  yang  meliputi  perubahan  nama  perusahaan,  bentuk 
perusahaan,  alamat  kantor  perusahaan,  nama  pemilik/penanggung 
jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, bidang usaha 
dan  barang/ jasa dagangan utama.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Badan adalah  sekumpulan orang dan /  atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang 
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tidak melakukan usaha yang meliputi  Perseroan Terbatas,  perseroaan 
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau 
Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dengan  nama  dan  dalam bentuk 
apapun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun  ,  persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi  lembaga  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Perijinan  tertentu  adalah  kegiatan  tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi 
atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta 
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.      

14. Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan 
yamg  menurut  Peraturan  Perundang-undangan  Retribusi  diwajibkan 
untuk  melakukan  pembayaran  Retribusi,  termasuk  pemungut  atau 
pemotong Retribusi tertentu.

15. Masa  Retribusi  adalah suatu  jangka waktu  tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan 
jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Surat  Setoran  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya 
disingkat  SSRD,  adalah  bukti  pembayaran  atau  penyetoran  Retribusi 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan  cara  lain  ke  Kas  Daerah  melalui  tempat  pembayaran  yang 
ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Ketetapan  Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat  SKRD  adalah  surat  ketetapan  Retribusi  yang  menentukan 
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan  Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya  disingkat  SKRDLB,  adalah  surat  ketetapan  Retribusi  yang 
menentukan  jumlah  kelebihan  pembayaran  Retribusi  karena  jumlah 
kredit  Retribusi  lebih  besar  daripada  Retribusi  yang  terutang  atau 
seharusnya tidak terutang.

19. Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya 
disingkat  STRD,  adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  Retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan 
menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan,  dan/atau  bukti  yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban 
perpajakan  daerah  dan  Retribusi  dan/  atau  untuk  tujuan  lain  dalam 
rangka  melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan 
Retribusi Daerah.

21. Penyidikan  tindak  pidana  dibidang  Retribusi  adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak 
pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi ijin gangguan dipungut Retribusi atas pemberian ijin 
tempat usaha/kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya kerugian dan 
gangguan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat 
usaha/  kegiatan  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dapat 
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk 
pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan  usaha  secara  terus menerus 
untuk  mencegah  terjadinya  gangguan  ketertiban,  keselamatan atau 
kesehatan  umum,  memelihara  ketertiban  lingkungan,  dan  memenuhi 
norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  adalah  tempat  usaha/kegiatan  yang  telah  ditentukan  oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Subjek  Retribusi  Ijin  Gangguan  adalah  orang  pribadi  atau 
badan yang memperoleh Ijin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang 
menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi  diwajibkan 
untuk  melakukan  pembayaran  Retribusi,  termasuk  pemungut  atau 
pemotong Retribusi Ijin Gangguan. 

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan 
peruntukan kawasan dan jenis usaha yang direncanakan oleh pengguna jasa. 

                                                                
BAB IV

 PRINSIP DAN SASARAN DALAM  PENETAPAN TARIF 

Pasal 6

(1) Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif  Retribusi  Ijin  Gangguan 
didasarkan  pada  tujuan  untuk  menutup  sebagian  atau  seluruh  biaya 
penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
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